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ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN AKTA
KEMATIAN UNTUK OPTIMALISASI KEBIJAKAN
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh
AMELIA INDRIANI

Belum optimalnya pencatatan kematian masih menjadi permasalahan dalam
administrasi kependudukan yang berdampak pada akurasi data. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta
kematian di Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah serta faktor-
faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan
pendekatan deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis
menggunakan teori partisipasi masyarakat Cohen dan Uphoff. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih belum optimal dan bersifat
reaktif, yaitu pengurusan akta kematian dilakukan ketika terdapat kebutuhan
administratif tertentu. Partisipasi lebih dominan pada pemenuhan persyaratan
administrasi dan pelaporan kematian. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan
pemahaman masyarakat, akses pelayanan yang belum optimal, serta sosialisasi
yang belum merata. Berdasarkan hasil tersebut, partisipasi masyarakat dalam
pembuatan akta kematian belum optimal sehingga diperlukan peningkatan melalui
penguatan sosialisasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta kemudahan akses
layanan agar pelaporan kematian dapat dilakukan secara tepat waktu dan
mendukung akurasi data kependudukan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Akta Kematian, Administrasi
Kependudukan.



ABSTRACT

COMMUNITY PARTICIPATION IN THE ISSUANCE OF DEATH
CERTIFICATES FOR THE OPTIMIZATION OF POPULATION
ADMINISTRATION POLICY IN CENTRAL LAMPUNG REGENCY

By
AMELIA INDRIANI

The suboptimal registration of deaths remains a problem in population
administration, impacting data accuracy. This study aims to analyze community
participation in the issuance of death certificates in Bandar Surabaya District,
Central Lampung Regency, including the factors and influencing factors. The
method used was qualitative with a descriptive approach through interviews and
documentation, and analyzed using Cohen and Uphoff's theory of community
participation. The results show that community participation is still suboptimal and
reactive, meaning that death certificate processing is carried out when there is a
specific administrative need. Participation is more dominant in fulfilling
administrative requirements and reporting deaths. This condition is influenced by
limited public understanding, suboptimal access to services, and uneven
socialization. Based on these results, community participation in the issuance of
death certificates is not optimal, so it is necessary to improve it through
strengthening socialization, improving service quality, and facilitating service
access so that death reporting can be done in a timely manner and support the
accuracy of population data.

Keywords: Community Participation, Death Certificate, Population
Administration.
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1.1

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat akan mengalami peristiwa
penting yang berdampak langsung terhadap status hukum kependudukan,
seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Negara melalui
sistem administrasi kependudukan berkewajiban untuk memberikan
pengakuan hukum atas setiap peristiwa tersebut. Salah satu instrumen penting
adalah akta kematian, yang berfungsi sebagai bukti sah secara hukum serta
memiliki implikasi luas dalam pengurusan warisan, pensiun, klaim asuransi,
hingga pembatalan dokumen identitas (Nurfaqih dkk., 2024). Selain itu, akta
kematian juga digunakan dalam penyusunan data statistik kependudukan
yang berperan penting dalam perencanaan pembangunan nasional

(Kemendagri, 2024).

Meskipun fungsi akta kematian begitu penting, tingkat pelaporan kematian di
Indonesia masih tergolong belum optimal. WHO (2021) mencatat bahwa
pencatatan kematian di Indonesia baru mencakup sekitar 40% dari total
peristiwa kematian, jauh di bawah standar internasional. Rendahnya cakupan
pencatatan ini menimbulkan berbagai persoalan, antara lain ketidak akuratan
data pemilih dalam pemilu, salah sasaran penyaluran bantuan sosial, hingga
perumusan kebijakan pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi
demografis (Detik.com, 2021).

Secara yuridis, kewajiban pelaporan kematian telah diatur melalui Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang
mewajibkan setiap kematian dilaporkan paling lambat 30 hari sejak tanggal
kejadian. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 96

Tahun 2018 yang menegaskan tata cara pencatatan sipil.



Artinya, secara regulasi, dasar hukum sudah jelas dan tegas. Tetapi,
implementasi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma

hukum dengan praktik masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan
perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan yang
diberikan meliputi penerbitan berbagai dokumen kependudukan seperti Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), akta kelahiran, akta
perkawinan, akta perceraian, serta akta kematian. Namun, penelitian ini tidak
membahas seluruh aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh Disdukcapil.
Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada pelayanan pencatatan
kematian atau peristiwa kematian, terutama terkait partisipasi masyarakat
dalam pembuatan akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyati (2022), menekankan urgensi akta
kematian dari sisi normatif, dimana masyarakat umumnya baru mengurus
dokumen tersebut apabila ada kepentingan administratif seperti warisan atau
pensiun. Pandangan ini memberikan gambaran tentang rendahnya kesadaran
hukum, namun masih terbatas karena hanya menyoroti dimensi formal
regulasi. Selanjutnya, Rachmayanti (2022), mengaitkan isu pencatatan sipil
dengan prinsip good governance yang dimana validitas data kependudukan
menjadi prasyarat bagi transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan
publik. Hal ini belum cukup menjelaskan mengapa program pelayanan yang
sudah tersedia seperti layanan jemput bola dan sistem daring belum
sepenuhnya efektif meningkatkan partisipasi masyarakat.

Menurut Riyanto (2023), menekankan pentingnya partisipasi masyarakat
dalam administrasi kependudukan. Pelaporan akta kematian dipandang bukan
hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan juga bentuk keterlibatan
warga dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Hal ini
menunjukkan adanya celah analisis yang perlu dikaji lebih lanjut, yakni

bagaimana menjelaskan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan



akta kematian meskipun regulasi sudah jelas dan program pelayanan telah
tersedia. Sebagian besar penelitian lebih menekankan aspek normatif atau
kelembagaan, tetapi belum banyak yang secara khusus mengkaji
keterhubungan antara regulasi, akses layanan, faktor geografis, serta
kesadaran hukum masyarakat pada tingkat lokal tertentu, seperti di
Kabupaten Lampung Tengah.

Rencana Strategis Dukcapil 2025-2029 mencatat cakupan penerbitan akta
kematian mencapai 100% dari laporan yang masuk, namun hal ini belum
mencerminkan seluruh kematian di masyarakat. Masih terjadi under-
registration, yakni kematian yang tidak atau terlambat dilaporkan, sehingga
menimbulkan kesenjangan antara data administratif dan kondisi nyata,

terutama di tingkat kecamatan.

Hasil pra-riset menunjukkan bahwa Kecamatan Bandar Surabaya merupakan
salah satu wilayah dengan tantangan signifikan dalam pelaporan akta
kematian. Tantangan tersebut meliputi jarak yang jauh, keterbatasan
transportasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
pelaporan akta kematian. Berdasarkan hasil pra-riset pada 15 September 2025
melalui wawancara dengan lbu Ana selaku staff Disdukcapil Lampung
Tengah, diketahui bahwa jarak antara Kecamatan Bandar Surabaya dan
Kantor Disdukcapil di Gunung Sugih mencapai sekitar 84 km, dengan waktu
tempuh sekitar 2-2,5 jam menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi ini
menjadi hambatan nyata bagi masyarakat pedesaan dalam melaporkan

peristiwa kematian.

Tabel 1. Kepemilikan Akta Kematian Kecamatan 2024

Kecamatan Jumlah Kematia Jumlah Akta Kematian
Dilaporkan Tahun Ditrbitkan Tahun 2024
2024
Rumbia 356 356
Putra Rumbia 347 347
Bandar Surabaya 331 331

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah 2024



Berdasarkan Tabel 1, jumlah kematian yang dilaporkan dan telah diterbitkan
akta kematiannya pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kecamatan Bandar
Surabaya mencatat sebanyak 331 jiwa, belum optimal dibandingkan
Kecamatan Rumbia sebanyak 356 jiwa dan Kecamatan Putra Rumbia
sebanyak 347 jiwa. Meskipun seluruh laporan kematian yang masuk telah
ditindaklanjuti dengan penerbitan akta kematian, data tersebut hanya
mencakup peristiwa kematian yang telah dilaporkan kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Hasil pra-
riset pada tanggal 17 September 2025 melalui wawancara dengan Bapak Didit
selaku staf Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan bahwa
masih terdapat masyarakat yang belum melaporkan kematian anggota
keluarganya untuk diterbitkan akta kematian. Kondisi ini dipengaruhi oleh
akses geografis, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya pemahaman

masyarakat mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan.

Sebagai tindaklanjut dari hasil wawancara tersebut, peneliti melakukan
penelusuran langsung di tingkat Kecamatan untuk memperoleh gambaran
nyata mengenai jumlah peristiwa kematian yang terjadi di masyarakat.
Wawancara dilakukan dengan Bapak Sekertaris Kecamatan pada 31 Oktober
2025, untuk mengetahui data kematian yang tercatat di tingkat Kecamatan.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa selama
tahun 2023 terdapat 51 warga yang meninggal dunia dan tidak melapor,
sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 49 warga dan tidak melapor.

Temuan ini memberikan gambaran bahwa pelaporan kematian di masyarakat
belum sepenuhnya dilakukan secara menyeluruh. Sebagian peristiwa
kematian masih tercatat hanya di tingkat Kecamatan dan belum dilaporkan ke
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.
Dengan demikian, data hasil wawancara yang dilakukan di Kecamatan, data
ini berfungsi sebagai pembanding terhadap data administratif sebelumnya,
sekaligus menunjukkan adanya perbedaan antara jumlah peristiwa yang riil

terjadi dengan jumlah yang sudah tercatat secara resmi.



Tabel 2. Data Kematian Kecamatan Bandar Surabaya Tahun 2023-2024

Tahun Jumlah Kematian Dilaporkan Jumlah Kematian Riil
Kecamatan
2023 249 300
2024 331 380

Sumber: Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah,
2023-2024.

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kematian yang tercatat
di tingkat Kecamatan masih relatif tinggi dibandingkan dengan data
administratif dari Disdukcapil. Perbedaan ini menunjukkan bahwa belum
seluruh peristiwa kematian dilaporkan secara resmi untuk diterbitkan akta
kematian. Kondisi tersebut memperkuat temuan sebelumnya bahwa faktor
jarak, ekonomi, dan rendahnya literasi hukum masih menjadi penghambat
utama dalam proses pelaporan. Fenomena ini menggambarkan adanya
kesenjangan antara pencapaian administratif dan kondisi 7ii/ di lapangan. Di
satu sisi, Disdukcapil telah melaksanakan pencatatan terhadap setiap laporan
kematian yang diterima, namun di sisi lain masih terdapat masyarakat yang
belum aktif melapor. Akibatnya, data kependudukan yang tersedia belum

sepenuhnya mencerminkan keadaan rii/ di masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap hingga tahun 2025, data

kematian dari Tingkat kecamatan digabungkan pada table berikut:

Tabel 3. Data Kematian Kecamatan Bandar Surabaya Tahun 2023-2025

Tahun Jumlah Kematian Jumlah Kematian Riil Jumlah Tidak
Dilaporkan Kecamatan Melapor
2023 249 300 51
2024 331 380 49
2025 329 329 0

Sumber: Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah,
2023-2025.

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa ada tahun 2023 dan 2024
masih terdapat selisih antara jumlah kematian yang dilaporkan dan jumlah
kematian riil di masyarakat, sehingga masih ada warga yang belum melapor.

Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah kematian yang dilaporkan sama



dengan jumlah riil, sehingga tidak ada warga yang belum melapor. Hal ini
menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan
kematian serta perbaikan proses administrasi kependudukan. Angka warga
yang belum melapor memberikan gambaran nyata tentang tingkat partisipasi
masyarakat dan dapat dijadikan acuan untuk menilai keterlibatan masyarakat
dalam pencatatan kematian di Kecamatan Bandar Surabaya.

Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan melalui wawancara pada tanggal
31 Oktober 2025, tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan antara data
administratif dan kondisi rii/ di masyarakat tidak terjadi secara kebetulan,
melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Selain itu,
faktor demografis juga memengaruhi rendahnya pelaporan. Data
kependudukan menunjukkan bahwa Kecamatan Bandar Surabaya dihuni oleh
39.205 jiwa, dengan proporsi penduduk usia 50 tahun ke atas mencapai
hampir 45% dari total populasi (lampungtengahkab.bps.go.id, 2024). Kondisi
ini menunjukkan bahwa mayoritas warga merupakan kelompok usia lanjut,
sedangkan generasi muda banyak yang merantau ke luar daerah untuk bekerja
maupun menempuh pendidikan. Hal ini berdampak pada rendahnya
kesadaran dan kemampuan administratif, karena warga lansia cenderung
menganggap pelaporan kematian tidak penting atau sekadar formalitas

belaka.

Kondisi sosial-ekonomi juga memperkuat hambatan ini. Sebagian besar
masyarakat Bandar Surabaya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan
lebih dari 60% (BPS Lampung Tengah, 2023). Mata pencaharian yang
bergantung pada hasil panen membuat warga lebih fokus pada kebutuhan
ekonomi sehari-hari. Sebagian warga menganggap pengurusan akta kematian
membutuhkan biaya tambahan, misalnya untuk transportasi dan materai.
Mereka lebih memilih untuk mengalokasikan uang tersebut untuk kebutuhan
hidup, sehingga pelaporan kematian sering diabaikan. Temuan ini sejalan
dengan penelitian Puspita, dkk., (2023) yang menunjukkan bahwa faktor
biaya dan aksesibilitas menjadi penghalang utama dalam implementasi

program One Day Service akta kematian di daerah pedesaan.



Meskipun data administrasi menunjukkan setiap laporan yang masuk
diproses dengan baik, kenyataan di lapangan masih terdapat fenomena under-
registration atau kematian yang tidak tercatat. Hal ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara capaian administratif dengan kondisi riil partisipasi
masyarakat. Kesenjangan ini menjadi alasan penting untuk dilakukan kajian
mendalam mengenai faktor struktural (akses layanan), kultural (kesadaran
hukum), dan personal (usia lanjut serta kondisi ekonomi) yang memengaruhi
rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di
Kabupaten Lampung Tengah, khususnya Kecamatan Bandar Surabaya,
dipilih sebagai lokasi penelitian karena mencerminkan kondisi riil daerah
yang masih menghadapi tantangan dalam pelaporan akta kematian. Meskipun
secara administratif setiap laporan ditindaklanjuti oleh Disdukcapil, masih
terdapat kasus-kasus kematian yang tidak dilaporkan. Faktor-faktor seperti
jarak yang jauh ke kantor Disdukcapil, dominasi penduduk lansia, rendahnya
literasi hukum, dan keterbatasan ekonomi masyarakat menjadi alasan utama
rendahnya partisipasi. Lokasi ini relevan dikaji karena menunjukkan
kesenjangan nyata antara capaian administratif dan partisipasi masyarakat,
serta dapat menjadi contoh kontekstual dalam upaya optimalisasi kebijakan

kependudukan di tingkat lokal.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian tidak
hanya dipengaruhi regulasi, tetapi juga kondisi sosial, ekonomi, demografis,
dan geografis. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara data administratif dan
realitas di lapangan, yang berdampak pada validitas data, akurasi kebijakan
publik, dan kualitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul: ” Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembuatan Akta Kemataian Untuk Optimalisasi Kebijakan Kependudukan Di
Kabupaten Lampung Tengah”.

Secara wilayah geografis, Kecamatan Bandar Surabaya merupakan salah satu

wilayah yang terletak di bagian timur Kabupaten Lampung Tengah dan



berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Timur. Wilayah ini
memiliki karakteristik pedesaan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat
yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Sementara itu, lokasi
penelitian berada Didisdukcapil Kabupaten Lampung Tengah, khususnya
pada Bidang Pencatatan Sipil. Pemilihan instansi ini didasarkan pada
kewenangan bidang tersebut dalam pelayanan pencatatan peristiwa penting,
termasuk penerbitan akta kematian. Dengan menempatkan Disdukcapil
sebagai lokasi penelitian, peneliti dapat menggali secara langsung bagaimana
proses pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan, serta menelaah
faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya pelaporan kematian dari wilayah
seperti Kecamatan Bandar Surabaya. Dengan demikian, pembagian antara
wilayah geografis dan lokasi penelitian menjadi penting agar penelitian ini
memiliki batasan yang jelas antara wilayah fenomena dan instansi pelaksana

kebijakan.

Dalam konteks penyelenggaraan administrasi kependudukan, penerapan
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik memiliki peran yang sangat
penting. Tata kelola kependudukan yang baik mencakup prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas, yang
menjadi pedoman bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang
berkualitas. Ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka
proses pencatatan peristiwa penting seperti kematian dapat dilakukan secara
tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebaliknya, apabila
tata kelola kependudukan diabaikan, maka akan muncul berbagai
permasalahan seperti under-registration, ketidak sesuaian data penduduk,

serta ketimpangan dalam akses pelayanan.

Data kependudukan yang tidak valid akan berdampak luas terhadap kebijakan
publik lainnya seperti perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial,
maupun evaluasi program pemerintah. Oleh karena itu, dalam konteks
pelayanan akta kematian, penerapan prinsip tata kelola menjadi sangat

penting karena menyangkut perlindungan hak-hak administrasi dan hukum



warga negara. Transparansi dan akuntabilitas aparatur Disdukcapil diperlukan
agar setiap proses pencatatan kematian berjalan terbuka, mudah diakses, dan
tidak diskriminatif. Selain itu, efektivitas pelayanan tidak dapat tercapai tanpa
partisipasi masyarakat yang aktif dalam melaporkan setiap peristiwa
kematian. Dengan demikian, tata kelola kependudukan yang baik tidak hanya
memperkuat kinerja birokrasi, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat
akan pentingnya pelaporan akta kematian sebagai bagian dari tanggung jawab
bersama dalam menciptakan data kependudukan yang akurat dan kebijakan

publik yang tepat sasaran.

Untuk memahami bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses
pelaporan kematian, penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat
yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff. Menurut Cohen dan Uphoff,
partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap
tahapan kegiatan pembangunan atau pelayanan publik. Partisipasi tersebut
dapat dilihat melalui beberapa tahapan, yaitu partisipasi dalam pengambilan
keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam
pemanfaatan hasil, serta partisipasi dalam evaluasi. Melalui kerangka
tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana bentuk partisipasi
masyarakat dalam pembuatan akta kematian serta faktor-faktor yang
memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian

di Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada partisipasi
masyarakat sebagai salah satu elemen penting dalam mendukung tata kelola
kependudukan yang efektif. Partisipasi masyarakat dipandang krusial karena
keberhasilan kebijakan kependudukan tidak hanya bergantung pada
kemampuan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran dan keterlibatan aktif
warga negara dalam melaporkan setiap peristiwa penting dalam kehidupan
mereka. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan adanya kesadaran
akan pentingnya administrasi kependudukan sebagai dasar hukum identitas

diri, hak waris, serta akses terhadap berbagai layanan publik. Dalam hal ini,



1.2

1.3

14

10

peran masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan, melainkan juga
sebagai mitra pemerintah dalam menjaga validitas data kependudukan. Fokus
penelitian pada partisipasi masyarakat diharapkan mampu menunjukkan
bahwa tata kelola kependudukan yang baik bersifat kolaboratif, di mana
pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi untuk menciptakan sistem
administrasi yang responsif, transparan, dan berkelanjutan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian
di Kabupaten Lampung Tengah masih rendah meskipun regulasi telah
jelas dan program pelayanan publik telah disediakan?

2. Bagaimana cara agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan

akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:
1. Menganalisis penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam
pembuatan akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah.
2. Mengidentifikasi upaya masyarakat dalam pembuatan akta kematian di

Kabupaten Lampung Tengah.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai
implementasi teori partisipasi masyarakat dalam konteks administrasi
kependudukan. Kontribusi ini didukung oleh penerapan metode

penelitian kualitatif deskriptif menurut Creswell (2018), mampu



11

menggali makna dan pengalaman sosial masyarakat secara mendalam.

Dengan metode yang wvalid, hasil penelitian di harapkan dapat

memperkuat teori partisipasi masyarakat dalam administrasi publik,

khususnya dalam peningkatan pelayanan akta kematian.

2. Manfaat Praktis

a.

Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi
dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di bidang
pencatatan sipil.

Bagi Penyelenggara Pelayanan Administrasi Kependudukan,
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai
partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian serta faktor-
faktor yang memengaruhinya.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran
akan pentingnya akta kematian, baik untuk kepentingan hukum

keluarga maupun untuk mendukung keakuratan data kependudukan



2.1

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu merupakan langkah penting dalam

menyusun landasan teoritis dan metodologis suatu penelitian. Melalui

penelusuran studi-studi sebelumnya, peneliti dapat memahami perkembangan

topik yang diteliti, mengidentifikasi temuan-temuan yang telah diperoleh,

serta menemukan celah (research gap) yang masih belum banyak dijelajahi.

Dalam konteks pencatatan akta kematian, telah terdapat sejumlah penelitian

yang membahas partisipasi masyarakat, tingkat kesadaran hukum, serta

implementasi kebijakan administrasi kependudukan. Tinjauan ini menjadi

dasar penting untuk menunjukkan posisi penelitian saat ini, sekaligus

memberikan justifikasi atas kontribusi ilmiah yang ingin ditawarkan oleh

penulis melalui studi ini.

2.2 Tabel Penelitian Terdahulu

No Nama & Judul Penelitian Hasil Persamaan Perbedaan
Tahun Penelitian
1 Firjani,D.F., Partisipasi Penelitian ini Sama-sama Perbedaan
Rachmawati, Masyarakat dalam  menunjukkan meneliti terletak pada
l., & Basori, Pembuatan Akta bahwa tingkat partisipasi karakteristik
Y.F.F.Y. Kematian untuk partisipasi masyarakat wilayah.
(2024) Menciptakan Tata masyarakat dalam Penelitian ini
Administrasi dalam pembuatan akta dilakukan di
Kependudukan di  pelaporan kematian dan kawasan urban,
Kecamatan kematian cukup  menggunakan sedangkan
Cikole, Kota baik, yang pendekatan penelitian penulis
Sukabumi didorong oleh kualitatif untuk  berada di wilayah
meningkatnya memahami rural dengan
kesadaran dinamika tantangan akses
administratif partisipasi di yang berbeda.
dan dukungan tingkat lokal.

aktif dari
perangkat RT
serta
Disdukcapil.
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2 Asyakiri, M. Kesadaran Hasil penelitian ~ Sama-sama Penelitian ini
(2024) Hukum menunjukkan menyoroti berfokus pada
Masyarakat bahwa pentingnya evaluasi
terhadap kesadaran variabel implementasi
Pentingnya hukum kesadaran Peraturan Daerah
Kepemilikan Akta masyarakat hukum dalam setempat,
Kematian di tergolong mendorong sedangkan
Kabupaten sangat rendah partisipasi penelitian penulis
Kampar akibat masyarakat menggunakan
minimnya serta perlunya  pendekatan yang
sosialisasi, sosialisasi lebih luas dengan
rendahnya kebijakan oleh  mengintegrasikan
tingkat pemerintah. konsep partisipasi
pendidikan, dan dan tata kelola
lemahnya kependudukan.
pemahaman
terhadap
regulasi yang
berlaku.

3  Selfira, T. Pelayanan Jemput  Program Jemput  Memiliki Penelitian

(2022) Bola dalam Bola dinilai relevansi lokasi  terdahulu lebih
Meningkatkan cukup berhasil yang sama menitikberatkan
Kepemilikan dalam dengan pada evaluasi
Dokumen meningkatkan penelitian ini program,
Kependudukan kepemilikan (Kabupaten sedangkan
(Studi pada dokumen Lampung penelitian ini
Disdukcapil kependudukan,  Tengah) dan membahas
Kabupaten namun sama-sama partisipasi
Lampung Tengah) efektivitasnya membahas masyarakat secara

terhambat oleh partisipasi holistik dengan
keterbatasan masyarakat pendekatan
teknis seperti dalam layanan  teoritis partisipasi
sarana, jaringan, administrasi Cohen & Uphoff.
dan jumlah kependudukan.

petugas.

4  Haider, M. M., Adult death Hasil penelitian ~ Sama-sama Penelitian ini
Alam, N., registration in menunjukkan menyoroti berfokus pada
Bashar, M. I.,  Matlab, rural bahwa tingkat rendahnya aspek statistik dan
& Helleringer, Bangladesh: pelaporan partisipasi demografis
S. (2021) completeness, kematian orang  masyarakat nasional di

correlates, and dewasa di dalam Bangladesh,

obstacles daerah pedesaan  pelaporan sedangkan
Bangladesh kematian penelitian penulis
sangat rendah akibat lebih
(sekitar 17%). kurangnya menitikberatkan
Faktor utama kesadaran pada analisis
penyebabnya hukum dan partisipasi
adalah akses terhadap  masyarakat dan
rendahnya layanan tata kelola
kesadaran administrasi. pelayanan akta
masyarakat, kematian di
minimnya tingkat lokal
pengetahuan (Kabupaten
tentang manfaat Lampung

akta kematian,

Tengah).
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serta hambatan
administratif

dan biaya.

5 Pandey,S.P., Assessmentofthe Hasil penelitian  Sama-sama Penelitian ini
& Adair, T. National and menunjukkan menyoroti menggunakan
(2022). Subnational bahwa pentingnya tata  pendekatan

Completeness of kelengkapan kelola kuantitatif
Death pencatatan kependudukan  berbasis data
Registration in kematian di dan pemerataan  nasional untuk

Nepal

Nepal mencapai
69% secara

akses layanan
publik dalam

mengukur tingkat
kelengkapan akta

nasional, namun meningkatkan  kematian,

masih terdapat  akurasi sementara
kesenjangan pencatatan penelitian penulis
antarprovinsi kematian.. menggunakan
dan antara laki- pendekatan

laki serta kualitatif
perempuan. deskriptif untuk
Faktor menggali faktor
geografis, sosial, budaya,

literasi hukum, dan administratif

dan efektivitas yang

layanan publik memengaruhi
menjadi partisipasi
penentu utama masyarakat di
keberhasilan Lampung Tengah.

pencatatan.

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

Berdasarkan data tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian
sebelumnya telah mengkaji aspek partisipasi masyarakat, kesadaran hukum,
dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan. Namun, belum banyak
penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan faktor-faktor tersebut dalam
satu kerangka teoritik yang sistematis untuk memahami rendahnya pelaporan
kematian di wilayah rural. Oleh karena itu, penelitian saat ini hadir untuk
mengisi celah tersebut melalui penggunaan teori partisipasi Cohen & Uphoff
(dalam Safitri, dkk., 2022) dalam konteks pembuatan akta kematian di
Kabupaten Lampung Tengah.

2.2 Teori Partisipasi Masyarakat
Partisipasi merupakan konsep sentral dalam kajian pembangunan dan
administrasi publik yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga
dalam setiap langkah kebijakan publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
hingga evaluasi. Safitri (2023) menjelaskan bahwa partisipasi adalah proses

sukarela di mana masyarakat memberikan kontribusi dalam bentuk
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keputusan, tenaga, maupun dukungan lain yang dilandasi oleh keterlibatan
emosional dan spiritual. Sejalan dengan itu, Kadji (2016) menegaskan bahwa
partisipasi mencerminkan tanggung jawab mental dan emosional individu
terhadap hasil suatu kegiatan. Dalam konteks administrasi kependudukan,
partisipasi masyarakat berarti keterlibatan warga dalam pelaporan peristiwa
kematian dan pengurusan akta kematian, yang menjadi wujud nyata

kesadaran hukum serta kepatuhan terhadap regulasi.

Meski demikian, partisipasi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari struktur
sosial tempat individu hidup dan berinteraksi. Koentjaraningrat (dalam
Purwaningsih, 2020) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan kesatuan
hidup manusia yang diikat oleh norma dan identitas bersama. Senada dengan
itu, Rachmat dkk. (2023) menggambarkan masyarakat sebagai sistem sosial
yang saling bergantung, sementara Zulkarnain (2025) menekankan
pentingnya solidaritas sosial, baik mekanik maupun organik, sebagai perekat
kehidupan kolektif. Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam
kebijakan publik, termasuk pencatatan kematian, dipengaruhi oleh kondisi
sosial, budaya, ekonomi, dan relasi kekuasaan yang berkembang di

masyarakat.

Untuk memahami dinamika tersebut, berbagai teori partisipasi dikembangkan
untuk mengukur kualitas keterlibatan masyarakat. Menurut Arnstein (dalam
Samiri dkk., 2024), partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai suatu
jenjang bertingkat (ladder) yang menunjukkan sejauh mana masyarakat
memiliki kekuasaan dan keterlibatan dalam proses kebijakan publik. Arnstein
(dalam Samiri dkk., 2024) membagi delapan tangga partisipasi ke dalam tiga
kategori besar, yakni:
1. Non-Participation, di mana masyarakat hanya dijadikan objek kebijakan
tanpa memiliki kekuasaan nyata, seperti tahap manipulation dan therapy.
2. Tokenism, ketika masyarakat mulai didengar melalui informing,
consultation, dan placation, tetapi keputusan tetap dikuasai pemerintah,

serta



16

3. Citizen Power, yaitu tahap tertinggi ketika masyarakat berperan aktif
dalam proses pengambilan keputusan melalui partnership, delegated

power, hingga citizen control.

Samiri, dkk., (2024) menggunakan kerangka ini untuk menilai tingkat
keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kebijakan mitigasi bencana yang
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada
pada tingkatan tokenism, di mana masyarakat mulai berperan namun belum
memiliki kekuatan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini
memperlihatkan relevansi model Arnstein dalam mengukur kedalaman
partisipasi publik pada konteks Indonesia kontemporer. Dalam konteks
penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk memahami sejauh mana tingkat
partisipasi masyarakat dalam pelaporan akta kematian di Kabupaten
Lampung Tengah. Melalui kerangka Arnstein, penelitian ini dapat
mengidentifikasi apakah partisipasi masyarakat masih terbatas pada tahap
informing dan consultation, atau sudah berkembang menuju kemitraan

sejajar dengan pemerintah dalam tata kelola administrasi kependudukan.

Selanjutnya Farihin (2023) menyebutkan bahwa terdapat tujuh tingkat
partisipasi masyarakat, mulai dari partisipasi pasif hingga partisipasi mandiri.
Model ini menggambarkan bahwa partisipasi sejati tidak hanya terjadi ketika
masyarakat hadir dalam kegiatan, tetapi ketika mereka memiliki kendali dan
inisiatif dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan program
pembangunan. Menurut Farihin (2023), partisipasi masyarakat merupakan
instrumen penting dalam mendorong kesadaran dan perubahan perilaku
kolektif. Partisipasi yang bersifat aktif dan kolaboratif mampu meningkatkan
kesadaran, tanggung jawab, serta rasa memiliki masyarakat terhadap
program yang dijalankan, Farihin (2023). Untuk itu terdapat bagian
pentingnya transisi dari partisipasi pasif menuju partisipasi interaktif dan
mandiri, dimana masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga

menjadi penggerak utama dalam proses pembangunan.
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Pada konteks administrasi kependudukan, teori ini dapat digunakan untuk
menilai sejauh mana masyarakat berperan dalam pelaporan akta kematian.
Jika partisipasi masih bersifat pasif misalnya masyarakat hanya menunggu
instruksi dari pemerintah maka proses tersebut belum mencerminkan
partisipasi sejati. Namun, apabila warga secara aktif melapor, memahami
manfaat hukum dan sosial dari akta kematian, serta turut mendorong orang
lain untuk melakukan hal serupa, maka dapat dikatakan bahwa tingkat
partisipasi telah bergerak menuju kategori interaktif atau bahkan mandiri.
Hal ini memberikan kerangka analisis yang relevan untuk mengukur kualitas
partisipasi masyarakat dalam tata kelola administrasi kependudukan, Farihin
(2023).

Pada perkembangan kajian partisipasi masyarakat, teori yang dikemukakan
oleh Cohen & Uphoff (dalam Safitri, dkk., 2022) tetap menjadi salah satu
rujukan utama karena mampu memberikan kerangka analisis yang
komprehensif dan aplikatif dalam memahami keterlibatan warga dalam
kebijakan publik. Meskipun teori ini dikembangkan beberapa dekade lalu,
konsepnya masih relevan dan terus digunakan dalam penelitian kontemporer,

termasuk di Indonesia.

Safitri, dkk., (2022) dalam penelitiannya mengenai partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan bank sampah di Kota Bekasi menemukan bahwa teori
model Cohen & Uphoff mampu menjelaskan secara sistematis bagaimana
keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada tahap pelaksanaan, tetapi
juga mencakup pengambilan keputusan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi
program. Temuan serupa dikemukakan oleh Rismanita & Pradana (2022),
yang meneliti partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes di
Kabupaten Bojonegoro dan menyimpulkan bahwa teori Cohen & Uphoff
efektif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana masyarakat berperan
dalam setiap tahap siklus kebijakan publik. Hal ini memperkuat relevansi
teori tersebut sebagai kerangka analisis partisipatif dalam konteks

pemerintahan lokal di Indonesia.
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Cohen & Uphoff (dalam Safitri, dkk., 2022) mengemukakan empat dimensi
utama partisipasi masyarakat yang memberikan kerangka komprehensif

untuk memahami sejauh mana warga terlibat dalam kebijakan publik, yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan Keputusan: keterlibatan Masyarakat
dalam tahap awal perencanaan kebijakan atau program melalui forum
musyawarah dan penyampaian aspirasi. Dimensi ini menentukan tingkat
penerimaan dan rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan. Dalam
konteks pelaporan kematian, tahap ini masih terbatas karena kebijakan
bersifat top-down dari pemerintah pusat.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan: keterlibatan langsung masyarakat dalam
menjalankan program, seperti melaporkan peristiwa kematian ke tingkat
desa atau Disdukcapil. Rendahnya pelaporan akta kematian
menunjukkan lemahnya partisipasi pada tahap ini.

3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil: menggambarkan sejauh mana
masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan, misalnya kemudahan
pengurusan warisan, pensiun, atau klaim asuransi. Namun, partisipasi
sering bersifat reaktif karena warga baru mengurus akta kematian ketika
dibutuhkan untuk kepentingan administratif.

4. Partisipasi dalam Evaluasi: keterlibatan masyarakat dalam menilai
efektivitas program dan memberi masukan terhadap pelaksanaannya.
Dimensi ini sering lemah akibat kurangnya mekanisme umpan balik dan

rendahnya kesadaran masyarakat untuk menilai kinerja layanan publik.

Cohen & Uphoff (dalam Safitri, dkk., 2022) menegaskan bahwa keempat
dimensi ini saling berhubungan dan membentuk satu siklus kebijakan yang
utuh. Keberhasilan partisipasi tidak hanya diukur dari satu tahap tertentu,
tetapi dari keterlibatan yang seimbang di seluruh proses kebijakan.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai secara spesifik pada
tahap mana partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian masih
lemah, serta faktor-faktor sosial atau kelembagaan apa yang

memengaruhinya.
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Cohen & Uphoff (dalam Safitri, dkk., 2022) menegaskan bahwa keberhasilan
partisipasi masyarakat tidak dapat diukur dari keterlibatan pada satu tahap
tertentu, melainkan dari keseimbangan peran masyarakat di seluruh siklus
kebijakan. Dengan demikian, teori ini tidak hanya menjelaskan bagaimana
partisipasi  terbentuk, tetapi juga memberikan alat analisis untuk
mengidentifikasi titik lemah partisipasi pada setiap tahapan kebijakan.
Hafriady, dkk., 2025) menjelaskan bahwa konsep partisipasi dapat
dikelompokkan ke dalam tiga tingkat, yaitu partisipasi tinggi, sedang, dan
rendah, yang ditentukan berdasarkan tingkat inisiatif dan dominasi aktor

yang terlibat.

a. Partisipasi tinggi menunjukkan keterlibatan masyarakat secara aktif dan
mandiri dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, hingga evaluasi dengan dominasi inisiatif berasal dari
masyarakat itu sendiri.

b. Partisipasi sedang ditandai dengan adanya kolaborasi antara masyarakat
dan pihak eksternal (seperti pemerintah atau perusahaan), di mana
masyarakat ikut berperan tetapi masih membutuhkan arahan atau
dukungan teknis.

c. Partisipasi rendah terjadi ketika masyarakat berperan pasif, sekadar
menjadi penerima manfaat tanpa kontribusi nyata dalam proses

pengambilan keputusan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hafriady, dkk., (2025), partisipasi
masyarakat dianalisis melalui empat dimensi utama: pengaruh, inklusivitas,
komunikasi, dan kapasitas. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi
masyarakat yang tinggi tercermin dari adanya distribusi peran yang jelas,
keterlibatan lintas kelompok sosial, komunikasi yang transparan, serta
peningkatan kapasitas masyarakat dalam aspek kewirausahaan dan

lingkungan.

Tingkat partisipasi masyarakat tidak bersifat statis, tetapi bergerak dinamis

seiring dengan meningkatnya kapasitas, rasa memiliki, serta kepercayaan
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antara masyarakat dan pihak penggerak program. Pengelompokan partisipasi
berdasarkan tingkat inisiatif dan dominasi aktor ini memungkinkan analisis
yang lebih mendalam terhadap kualitas partisipasi, sekaligus memberikan
gambaran tentang sejauh mana program pemberdayaan mampu mendorong
masyarakat menjadi subjek aktif pembangunan, bukan sekadar objek
kebijakan. Partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor internal
seperti pendidikan, ekonomi, dan motivasi, serta faktor eksternal seperti
dukungan pemerintah dan ketersediaan fasilitas layanan (Rifdah &
Kusdiwanggo, 2024).

Secara sintesis, teori partisipasi masyarakat menggambarkan bahwa
keterlibatan warga tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup interaksi
kompleks antara kapasitas individu, struktur sosial, dan dukungan
kelembagaan. Jika teori Arnstein (dalam Samiri, dkk.,2024) menekankan
distribusi kekuasaan, Farihin (2023) menjelaskan variasi bentuk keterlibatan,
maka Cohen & Uphoff (dalam Safitri, dkk.,2022) memberikan kerangka
paling sistematis karena mencakup seluruh siklus kebijakan publik.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori Cohen & Uphoff yang
dikembangkan oleh Safitri, dkk., (2022) sebagai kerangka analisis utama,
sementara teori Arnstein (dalam Samiri, dkk.,2024) dan Farihin (2023)
digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat pemahaman tentang
kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat. Pada konteks Kabupaten
Lampung Tengah, teori Cohen & Uphoff (dalam Safitri, dkk., 2022) relevan
untuk menjelaskan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan akta
kematian, yang terutama disebabkan oleh lemahnya keterlibatan pada tahap
pelaksanaan dan pemanfaatan hasil, serta terbatasnya mekanisme partisipatif

dalam proses evaluasi layanan publik.

2.3 Kebijakan Kependudukan
Kebijakan kependudukan merupakan bagian integral dari kebijakan publik

yang berperan penting dalam mengatur, mengendalikan, serta memberikan
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pelayanan administrasi kependudukan bagi warga negara. Secara umum,
kebijakan ini dipahami sebagai seperangkat keputusan, peraturan, dan
program pemerintah yang bertujuan mengatur dinamika jumlah, struktur,
distribusi, serta mobilitas penduduk untuk mendukung pembangunan
nasional. Nugroho (2014) menyebut kebijakan kependudukan sebagai
instrumen strategis negara dalam mengelola persoalan demografis agar
menjadi kekuatan produktif bagi pembangunan. Senada dengan itu, Hidayat
(2013) menegaskan bahwa kebijakan kependudukan tidak sekadar bersifat
administratif, melainkan juga merupakan wujud tanggung jawab negara
dalam menjamin hak dasar warga untuk diakui secara hukum melalui

dokumen kependudukan.

Dari perspektif tersebut, administrasi kependudukan memiliki fungsi vital
sebagai basis data pembangunan. Data kependudukan yang akurat menjadi
pijakan bagi perumusan kebijakan publik di berbagai bidang, seperti
pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Kurniawan (2019)
menambahkan bahwa ruang lingkup kebijakan kependudukan tidak hanya
berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga
berencana, tetapi juga mencakup penataan sistem administrasi kependudukan
untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan, dan pengakuan terhadap
status pribadi setiap warga negara. Administrasi ini mencakup pencatatan

peristiwa penting, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian.

Kerangka hukum Kkebijakan kependudukan di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan
yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Regulasi ini
menegaskan kewajiban setiap warga negara untuk melaporkan setiap
peristiwva kependudukan agar tercatat secara resmi oleh pemerintah.
Pelaporan ini tidak hanya mendukung tertib administrasi dan keakuratan data,
tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak sipil warga. Dalam konteks
pencatatan kematian, akta kematian berfungsi sebagai dokumen hukum

otentik yang memberikan kepastian bagi ahli waris dan menjadi dasar dalam
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pemutakhiran data kependudukan. Adioetomo (2010) mengelompokkan
kebijakan kependudukan ke dalam tiga dimensi utama:

1. Dimensi Demografis, berkaitan dengan pertumbuhan penduduk,
struktur umur, fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

2. Dimensi Administratif, mencakup pencatatan sipil, kepemilikan
dokumen identitas, serta pemutakhiran data kependudukan.

3. Dimensi pembangunan, berhubungan dengan bagaimana data
kependudukan dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan
di berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ketenaga

kerjaan.

Safitri (2023) menegaskan bahwa kebijakan kependudukan yang efektif
merupakan prasyarat pembangunan berkelanjutan. Tanpa data penduduk
yang akurat, kebijakan publik rentan tidak tepat sasaran dan berpotensi
menimbulkan ketimpangan sosial. Sejalan dengan itu, Harjanto (2021)
mendefinisikan kebijakan kependudukan sebagai tindakan pemerintah untuk
mencapai tujuan tertentu melalui pengaturan pengaruh dan karakteristik
penduduk. Tujuan tersebut mencakup: (1) melindungi dan meningkatkan
kesejahteraan penduduk, (2) memberikan kebebasan individu dalam
menentukan kesejahteraan keluarga, serta (3) meningkatkan kualitas hidup

secara menyeluruh.

Meskipun secara konseptual kebijakan kependudukan di Indonesia telah
memiliki dasar hukum yang kuat, praktik implementasinya masih
menghadapi berbagai kendala. Harjanto (2021) mencatat beberapa hambatan
utama, seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa
kependudukan, keterbatasan akses geografis terhadap layanan administrasi,
dan rendahnya literasi hukum. Kondisi ini menyebabkan fenomena under-
registration atau tidak tercatatnya peristiwa penting termasuk kematian masih
sering terjadi di berbagai daerah. Dari berbagai pandangan tersebut, tampak
bahwa kebijakan kependudukan bersifat multidimensional, ia berfungsi

strategis bagi pembangunan (Nugroho, 2014), menjamin hak sipil warga
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negara (Hidayat, 2013), sekaligus menjadi instrumen administratif dan
demografis (Adioetomo, 2010). Namun, implementasinya di lapangan masih
menghadapi persoalan sosial dan struktural sebagaimana dikemukakan oleh
Harjanto (2021).

Pada konteks penelitian ini, kebijakan kependudukan menjadi landasan
teoretis utama untuk memahami fenomena rendahnya pelaporan akta
kematian di Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.
Proses pelaporan kematian yang belum optimal mencerminkan lemahnya
implementasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan, khususnya
dalam aspek pencatatan peristiwa penting. Oleh karena itu, analisis partisipasi
masyarakat dalam pembuatan akta kematian harus ditempatkan dalam
kerangka besar kebijakan kependudukan nasional sebagai upaya mewujudkan
tertib administrasi dan perlindungan hak-hak sipil warga negara.

Tata Kelola Akta Kematian

Akta kematian merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai bukti autentik atas
meninggalnya seseorang yang tercatat secara administratif. Secara hukum,
akta adalah dokumen tertulis yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
dan memuat pernyataan yang memiliki kekuatan hukum tertentu. Dengan
demikian, akta kematian berfungsi sebagai dokumen legal yang menyatakan
secara sah bahwa seseorang telah meninggal dunia, sekaligus menjadi dasar
perubahan status kependudukan orang tersebut dalam dokumen resmi seperti

Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Tata kelola akta kematian tidak hanya berkaitan dengan pencatatan peristiwa
kematian semata, melainkan merupakan bagian integral dari sistem
administrasi kependudukan yang lebih luas. Pencatatan kematian melalui akta
berperan penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak
sipil, serta memastikan validitas data penduduk. Hidayat (2013) menegaskan
bahwa tata kelola administrasi kependudukan merupakan bentuk tanggung

jawab negara dalam menjamin pengakuan hukum atas setiap peristiwa
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penting dalam kehidupan warga negara. Sejalan dengan itu, Nugroho (2014)
melihat tata kelola akta kematian sebagai bagian dari kebijakan
kependudukan yang berfungsi strategis dalam mengelola persoalan

demografis agar menjadi kekuatan produktif bagi pembangunan nasional.

Dari perspektif hukum, dasar penyelenggaraan tata kelola akta kematian
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013. Regulasi ini mewajibkan setiap peristiwa kematian dilaporkan paling
lambat 30 hari sejak tanggal kejadian agar dapat diterbitkan akta kematian.
Pelaporan dilakukan oleh keluarga atau ahli waris kepada Disdukcapil
melalui pemerintah desa, kelurahan, atau kecamatan. Ketentuan ini
menegaskan bahwa tata kelola akta kematian memiliki fungsi yang tidak
hanya administratif, tetapi juga sosial dan hukum, yakni:

1. Fungsi Administratif, yaitu sebagai dasar penonaktifan identitas
kependudukan almarhum/almarhumah dalam KK dan KTP guna
mencegah potensi penyalahgunaan data.

2. Fungsi Hukum, yaitu sebagai dokumen otentik yang menjadi syarat
pengurusan hak-hak perdata, seperti warisan, asuransi, pensiun, dan
penetapan status janda atau duda.

3. Fungsi Perencanaan Pembangunan, yaitu sebagai instrumen dalam
memastikan keakuratan data kependudukan yang akan digunakan
pemerintah dalam perumusan kebijakan publik, alokasi anggaran,

layanan kesehatan, pendidikan, dan program perlindungan sosial.

Pandangan tersebut sejalan dengan Adioetomo (2010) yang menyebut bahwa
tata kelola akta kematian mencakup tiga dimensi utama: demografis,
administratif, dan pembangunan. Dimensi demografis berkaitan dengan
keakuratan data kelahiran dan kematian untuk menghitung pertumbuhan
penduduk, sedangkan dimensi administratif menjamin kepastian hukum
terhadap status kependudukan seseorang. Sementara itu, dimensi
pembangunan menegaskan bahwa data kependudukan berperan penting

sebagai landasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lintas sektor.
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Namun, dalam praktiknya, tata kelola akta kematian di Indonesia masih
menghadapi berbagai hambatan. Harjanto (2021) menyoroti rendahnya
kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kematian, keterbatasan
akses ke layanan Disdukcapil, serta rendahnya literasi hukum sebagai
penyebab utama tingginya kasus under-registration atau peristiwa kematian
yang tidak tercatat secara resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa
keberhasilan tata kelola akta kematian tidak hanya bergantung pada kinerja
birokrasi, melainkan turut dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat

dalam pelaporan.

Hidayat (2013) memandang pencatatan peristiwa penting sebagai
perlindungan hak dasar warga, sedangkan Nugroho (2014) menempatkannya
sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, dan Adioetomo (2010)
memperkuat dengan kerangka tiga dimensi yang saling melengkapi. Sintesis
dari pandangan ini menunjukkan bahwa tata kelola akta kematian memiliki
peran ganda: sebagai sarana perlindungan hukum dan sebagai instrumen
penguatan data pembangunan. Namun, sebagaimana dicatat oleh Harjanto
(2021), efektivitas tata kelola ini masih terkendala oleh faktor struktural,

kultural, dan sosial yang menghambat partisipasi warga.

Oleh karena itu, tata kelola akta kematian harus dipahami sebagai proses
kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Pencatatan kematian yang
tertib hanya dapat terwujud apabila ada kesadaran hukum masyarakat,
dukungan kelembagaan yang kuat, serta akses layanan publik yang inklusif
dan merata. Dalam konteks penelitian ini, tata kelola akta kematian menjadi
kerangka penting untuk memahami hubungan antara regulasi, kinerja
pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam membentuk efektivitas

pelaksanaan kebijakan kependudukan di Kabupaten Lampung.

Kerangka Pikir Penelitian
Kerangka berpikir merupakan sintesis konseptual yang menjelaskan

hubungan logis antara fenomena yang diteliti, teori yang digunakan, dan hasil
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yang diharapkan. Menurut Sekaran (2016), kerangka berpikir adalah model
konseptual yang menggambarkan keterkaitan antar variabel dalam suatu

penelitian.

Penelitian ini berasal dari fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam
pelaporan akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah. Partisipasi
masyarakat dipahami sebagai keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan
kebijakan publik (Kadji, 2016), Teori Cohen & Uphoff (dalam Safitri, dkk.,
2022) digunakan sebagai pisau analisis utama karena mampu menjelaskan
partisipasi masyarakat secara komprehensif mulai dari pengambilan

keputusan hingga evaluasi kebijakan.

Selain itu, kebijakan kependudukan menjadi dasar normatif pelaporan
peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Kurniawan, 2019).
Sementara tata kelola akta kematian berperan dalam menjamin kepastian
hukum, keakuratan data, dan perencanaan pembangunan (Adioetomo, 2010).
Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek regulasi dan birokrasi,
sementara dimensi partisipasi masyarakat masih kurang dieksplorasi. Karena
itu, penelitian ini menempatkan partisipasi masyarakat sebagai variabel kunci
untuk menjelaskan rendahnya pelaporan akta kematian. Dengan memadukan
teori partisipasi, kebijakan kependudukan, dan tata kelola akta kematian,
penelitian ini1 diarahkan untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan
penghambat partisipasi serta menilai efektivitas implementasi kebijakan di

tingkat local

Permasalahan
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam
pembuatan akta kematian —
menyebabkan under-registration —
berdampak pada akurasi data
kependudukan & kebijakan publik.
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Fokus Penelitian
Partisipasi Masyarakat dalam
pembuatan akta kematian.
Faktor-faktor yang memengaruhi
partisipasi masyarakat.

Teori Partisipasi Masyarakat
(Cohen & Uphoff, dalam Safitri,
dkk., (2022)

Empat dimensi: Pengambilan
keputusan, pelaksanaan,
pemanfaatan, evaluasi.

v

v

Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Partisipasi
Masyarakat
1. Faktor Internal
(Kesadaran,
pengetahuan,pemahaman)
2. Faktor Eksternal  (jarak,
sosialisasi, fasilitas).
3. Faktor Kultural (budaya,
kebiasaan).

Analisis Partisipasi Masyarakat
Berdasarkan
1. Partisipasi Masyarakat dalam
pengambilan Keputusan.

2. Partisipasi Masyarakat dalam
pelaksanaan.

3. Partisipasi Masyarakat dalam
pemanfaatan hasil.

4. Partisipasi Masyarakat dalam
evaluasi.

Hasil Penelitian
Partisipasi masyarakat dalam pembuatan
Kabupaten Lampung
Tengah dipengaruhi oleh faktor internal,
eksternal, dan kultural yang saling berkaitan.

akta kematian di

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian
Sumber: Data diolah Peneliti, 2025.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono
(2020), penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan
pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek
yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Penelitian
ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial berdasarkan
data lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberik an gambaran
mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian
sebagai bagian dari implementasi kebijakan kependudukan di Kabupaten

Lampung Tengah.

Creswell (2018) menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan
mengeksplorasi dan memahami makna suatu fenomena sosial melalui
pengumpulan data yang intensif. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada
kesadaran, persepsi, dan keterlibatan masyarakat dalam pelaporan peristiwa
kematian, serta implikasinya terhadap tata kelola administrasi kependudukan.
Data ini di dapat melalui proses, observasi lapangan, wawancara mendalam,
dan studi dokumentasi guna menghasilkan informasi yang autentik dan

kontekstual.
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3.2 Fokus Penelitian
Pada penelitian kualitatif, fokus penelitian berfungsi untuk membatasi ruang
lingkup kajian agar analisis lebih mendalam dan terarah. Menurut Moleong
(2019), fokus penelitian membantu peneliti menentukan aspek-aspek penting
yang perlu diperhatikan sehingga data yang diperoleh relevan dengan tujuan
penelitian. Demikian pula, Sugiyono (2020) menekankan bahwa penentuan
fokus merupakan langkah strategis untuk menghindari keluasan masalah

yang dapat mengaburkan arah penelitian.

Berdasarkan landasan tersebut, fokus penelitian ini diarahkan untuk
memahami fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan
akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah. Fokus penelitian disusun
dalam tiga aspek utama, yaitu tingkat partisipasi masyarakat, faktor-faktor
yang memengaruhi, serta implikasi partisipasi terhadap optimalisasi
kebijakan kependudukan. Rincian fokus penelitian dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 5. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian Aspek yang Diteliti Indikator/Uraian
1. Tingkat Partisipasi a. Partisipasi dalam Keterlibatan Masyarakat dalam
Masyarakat dalam pengambilan keputusan menerima informasi dan
Pembuatan Akta memahami pentingnya
Kematian pelaporan kematian.
b. Partisipasi dalam Keterlibatan Masyarakat dalam
pelaksanaan melaporkan peristiwa kematian
kepada pemerintah desa atau
Disdukcapil.
c. Partisipasi dalam Pemanfaatan akta kematian
pemanfaatan hasil untuk kepentingan administrasi

seperti warisan, pensiun dan
layanan publik.
d.Partisipasi dalam Tanggapan atau penilaian
evaluasi masyarakat terhadap pelayanan
pembuatan akta kematian .

Fokus Penelitian Aspek yang Diteliti Indikator/Uraian
2. Faktor-Faktor yang a. Faktor internal Kesadaran hukum, pengetahuan
Mempengaruhi tentang manfaat akta kematian,
Partisipasi Masyarakat tingkat pendidikan, pemahaman

prosedur administrasi.

b. Faktor eksternal Hambatan akses layanan (jarak,
sarana, komunikasi),
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keterbatasan SDM Disdukcapil,
kurangnya sosialisasi/informasi.

c. Faktor kultural Pandangan masyarakat bahwa
urusan kematian selesai setelah
pemakaman, sehingga
pencatatan kematian dianggap
kurang penting.

Sumber: Diolah peneliti, 2025.

3.3

Tabel fokus penelitian tersebut digunakan sebagai pedoman bagi peneliti
dalam mengarahkan proses pengumpulan dan analisis data di lapangan. Fokus
penelitian ini menitik beratkan pada partisipasi masyarakat dalam pembuatan
akta kematian yang dianalisis berdasarkan dimensi partisipasi menurut Cohen
dan Uphoff, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan,
pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Selain itu, tabel tersebut juga menunjukkan
aspek serta indikator yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor yang
mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kematian di

Kabupaten Lampung Tengah.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah yang dipilith sebagai
sumber data dan informasi yang relevan dengan topik kajian, dimana
kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, atau
metode lain untuk mendukung keberlangsungan penelitian. Penelitian ini
dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Kabupaten Lampung Tengah yang beralamat di Gedung
Dekranasda Lt. I, Jalan Lintas Sumatera, Gunung Sugih. Disdukcapil
merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam
penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk pencatatan peristiwa
penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Tugas
utamanya adalah memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang
akurat, cepat, dan transparan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak sipil
warga negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lokasi ini dipilih karena Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah secara
langsung melaksanakan pelayanan pembuatan akta kematian dan menyimpan

data terkait pelaporan peristiwa kematian, proses administrasi, hambatan
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yang dihadapi, serta upaya peme rintah daerah dalam mendorong partisipasi
masyarakat. Selain itu, Disdukcapil berperan sebagai pusat koordinasi
pelayanan administrasi kependudukan yang mencakup seluruh kecamatan,
desa, dan kelurahan di wilayah tersebut, termasuk Kecamatan Bandar
Surabaya sebagai salah satu wilayah cangkupan pelayanan di Kabupaten
Lampung Tengah. Dengan demikian, lokasi ini memungkinkan peneliti
memperoleh gambaran menyeluruh mengenai partisipasi masyarakat dalam
pembuatan akta kematian serta dampaknya terhadap validitas data
kependudukan dan optimalisasi kebijakan publik di Kabupaten Lampung
Tengah. Unit penelitian dalam studi ini adalah Bidang Pencatatan Sipil dan
Sekretariat Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah, karena bidang tersebut
bertanggung jawab langsung terhadap pelayanan akta kematian serta

pengelolaan data pencatatan sipil yang menjadi fokus penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, pemilihan jenis dan sumber data sangat menentukan

kualitas hasil penelitian. Data yang dikumpulkan harus relevan dengan tujuan

dan fokus penelitian agar analisis yang dilakukan dapat menggambarkan

fenomena secara akurat dan mendalam. Secara umum, data yang digunakan

dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu data primer

dan data sekunder. Kedua jenis data ini saling melengkapi dalam memberikan

gambaran yang komprehensif terhadap objek yang dikaji.

a. Data Primer
Menurut Sodik (2015), data primer adalah data yang dikumpulkan
langsung oleh peneliti dari sumber aslinya sehingga bersifat autentik,
aktual, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data ini sering disebut
data baru karena belum pernah dipublikasikan sebelumnya dan
dikumpulkan secara khusus sesuai dengan topik penelitian. Pengumpulan
data primer dilakukan langsung di lapangan menggunakan berbagai
metode, seperti observasi untuk mengamati fenomena secara langsung,
wawancara untuk memperoleh informasi mendalam dari narasumber,

diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) untuk
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mendapatkan berbagai sudut pandang masyarakat, serta penyebaran
kuesioner untuk mengumpulkan data kualitatif dari responden. Kelebihan
data primer terletak pada tingkat keakuratan yang tinggi karena berasal
langsung dari sumber, meskipun pengumpulannya memerlukan waktu,

tenaga, dan biaya yang lebih besar.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan
pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta masyarakat di
Kecamatan Bandar Surabaya sebagai pengguna layanan, serta melalui

observasi terhadap proses pelayanan akta kematian.

b. Data Sekunder
Menurut Siyoto dan Sodik (2015), data sekunder adalah data yang
diperoleh peneliti dari sumber yang sudah tersedia sebelumnya, sehingga
peneliti berperan sebagai “tangan kedua” yang memanfaatkan informasi
yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder dapat
berasal dari institusi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), arsip
pemerintah, laporan penelitian sebelumnya, buku, jurnal ilmiah, artikel,
media massa, hingga basis data online. Penggunaan data sekunder
berguna untuk memperkuat dasar teori, memberikan gambaran umum
tentang topik penelitian, atau menjadi pembanding dengan data primer.
Keunggulan data sekunder terletak pada proses pengumpulannya yang
relatif cepat dan mudah, namun peneliti harus memastikan keakuratan,

relevansi, dan keterbaruan informasi agar sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti
laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data kependudukan,
serta peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan,
serta literatur pendukung berupa jurnal, dan hasil penelitian terdahulu
yang relevan dengan topik penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
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Menurut (Creswell, 2018) pengumpulan data diartikan sebagai proses

sistematis dalam memperoleh informasi dari berbagai sumber yang relevan.

Proses ini dilakukan melalui matriks sumber informan, yang meliputi empat

teknik utama dalam pengumpulan data, wawancara, observasi, dan

dokumentasi.Tujuan dari penerapan matriks tersebut adalah memperlihatkan

kedalaman serta keragaman data yang dikumpulkan. Penerapan matriks ini

sangat sesuai dengan penelitian setudi kasus. Creswell juga menegaskan

bahwa wawancara dan dokumentasi termasuk kedalam metode pengumpulan

data yang paling umum pada penelitian kualitatif, karena keduanya berperan

penting dalam menggali informasi yang mendalam.

1.

Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati
secara langsung kondisi atau perilaku objek penelitian. Dalam penelitian
ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan
partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kabupaten
Lampung Tengah. Observasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran

nyata mengenai proses dan dinamika yang terjadi di lapangan.

. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari
berbagai dokumen seperti jurnal, buku, arsip, dan artikel ilmiah.
Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa
catatan tertulis, laporan, maupun gambaran historis yang relevan dengan
objek penelitian. Menurut Sugiyono (2015:329), dokumentasi merupakan
cara penting dalam memperoleh data berupa dokumen yang dapat

memperkuat analisis penelitian.

. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan
narasumber untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Menurut
Nazir dalam Hardani, dkk (2020), wawancara merupakan metode efektif

untuk memperoleh data kualitatif melalui interaksi tatap muka. Dalam
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penelitian ini, digunakan wawancara terstruktur dengan panduan yang

telah disiapkan agar pembahasan tetap fokus dan sistematis.

Tabel 6. Informan Penelitian

No Nama Informan Jabatan/Peran Jumlah Informasi yang Diperoleh
1 Kepala Disdukcapil ~ Kepala Dinas 1 Informasi mengenai
Kependudukan kebijakan, program, serta

mekanisme pelayanan
pencatatan kematian di
Disdukcapil Kabupaten

Lampung Tengah.
2 Petugas Disdukcapil  Staff Pelayanan 2 Informasi mengenai prosedur
Administrasi pelayanan pembuatan akta

kematian, proses
administrasi, serta kendala
yang dihadapi dalam

pelayanan.
3 RT/Desa Bandar Ketua 2 Informasi mengenai proses
Surabaya RT/Perangkat Desa pelaporan kematian di

tingkat desa serta
keterlibatan masyarakat
dalam melaporkan peristiwa

kematian.
4 Warga Masyarakat ~ Pelapor Peristiwa 6 Informasi mengenai
Kematian pengalaman masyarakat

dalam melaporkan peristiwa
kematian serta pemahaman
masyarakat tentang
pentingnya akta kematian.

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025.

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa jumlah informan dalam
penelitian ini sebanyak 11 orang yang dipilih secara purposive sesuai dengan
kebutuhan data penelitian. Jumlah tersebut dianggap layak karena seluruh
informan memiliki keterlibatan langsung dan pemahaman mendalam
terhadap proses pelayanan akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah.
Menurut Creswell (2018), dalam penelitian kualitatif khususnya studi kasus,
umumnya melibatkan jumlah informan antara 3 hinggan 25 orang. Jumlah
tersebut dianggap memadai untuk memperoleh variasi pengalaman dan
pandangan yang mendalam terkait feomena yang diteliti. Creswell juga
menegaskan bahwa pemilihan informan harus memiliki dasar pertimbangan
yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan agar hasil penelitian tetap valid
serta relevan dengan konteks penelitian. Informan dalam penelitian ini
ditentukan dalam teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang

dianggap mempunyai wawasan dan berpengalaman dalam hal tata kelola
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pelayanan publik dalam Pembuatan Akta Kematian di Disdukcapil
Kabupaten Lampung Tengah.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan telepon
genggam (handphone) sebagai alat bantu untuk merekam keterangan
informan guna menjaga keakuratan data dan memudahkan proses transkripsi.
Pelaksanaan wawancara berlangsung pada rentang waktu 15 September 2025
sampai dengan 3 Desember 2025. Durasi wawancara pada setiap informan
berkisar antara 3 hingga 6 menit, yang disesuaikan dengan kebutuhan data,
kedalaman informasi yang diperoleh, serta kondisi informan pada saat

penelitian berlangsung.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap lanjutan setelah pengumpulan data yang
bertujuan untuk memilah dan mengelola informasi agar dapat memberikan
gambaran yang jelas terhadap fenomena yang dikaji. Menurut Sugiyono
(2020), analisis data kualitatif adalah proses sistematis dalam mengelola data
dan menginterpretasikan maknanya untuk menghas ilkan kesimpulan yang
bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif
sebagaimana dijelaskan oleh Sodik (2015). Analisis data kualitatif merupakan
upaya untuk menelaah secara mendalam data berupa kata-kata, tindakan, dan
dokumen yang diperoleh dari lapangan, kemudian disusun secara sistematis

agar dapat dipahami maknanya.

Menurut Sodik (2015), langkah-langkah analisis data kualitatif terdiri atas:

1. Pengumpulan data: dilakukan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan relevan
dengan fokus penelitian.

2. Pengolahan dan analisis data: data yang terkumpul ditelaah,
dikelompokkan, serta dikategorikan sesuai tema penelitian. Analisis
dilakukan secara induktif dengan tujuan menemukan pola, hubungan,

dan makna yang terkandung di dalam data.
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3. Penarikan kesimpulan: kesimpulan dibuat berdasarkan hasil pengolahan

data yang telah dianalisis secara logis dan sistematis. Kesimpulan bersifat
sementara dan terbuka untuk penyesuaian apabila ditemukan bukti baru

yang lebih kuat.

Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara
berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penarikan
kesimpulan, sehingga hasil yang diperoleh mampu memberikan
gambaran yang utuh dan mendalam mengenai partisipasi masyarakat

dalam pembuatan akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep krusial yang dipengaruhi oleh aspek

validitas dan reliabilitas dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2020),

keabsahan data adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa data

yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipercaya sehingga hasil

penelitian memiliki kredibilitas yang tinggi. Dalam penelitian kualitatif, data

harus diuji dengan memenuhi beberapa kriteria utama untuk menilai

keabsahan, sebagaimana dijelaskan oleh Hwa (2011), yaitu:

1.

Credibility (Derajat Kepercayaan)

Kredibilitas penelitian adalah kemampuan untuk menjaga kepercayaan
bahwa data dan hasil penelitian benar serta dapat dipertanggung
jawabkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa data wvalid dan
menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Salah satu teknik yang umum digunakan adalah triangulasi, yaitu
membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan waktu yang
berbeda untuk memverifikasi keakuratan temuan penelitian.
Transferability (Keteralihan)

Transferabilitas merujuk pada kemampuan hasil penelitian untuk
diterapkan atau digunakan pada konteks lain yang memiliki karakteristik

serupa. Untuk mencapai transferabilitas, data harus dideskripsikan secara



37

rinci dan jelas sehingga pembaca atau peneliti lain dapat menilai relevansi
temuan tersebut dalam situasi atau populasi berbeda.

3. Dependability (Kebergantungan)
Uji dependabilitas dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses
penelitian untuk menilai konsistensi dan mutu penelitian. Proses ini
meliputi pencatatan detail tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis,
hingga interpretasi hasil.

4. Confirmability (Konfirmabilitas)
Confirmability menekankan pada sejauh mana hasil penelitian
mencerminkan data asli tanpa bias atau subjektivitas dari peneliti.
Penelitian dianggap objektif jika hasilnya dapat diterima oleh berbagai
pihak.

Menurut Sugiyono (2020), penerapan teknik keabsahan data ini sangat
penting untuk menjaga integritas penelitian kualitatif agar hasil yang
diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan

kontribusi yang valid terhadap ilmu pengetahuan.

Dalam penelitian ini, tidak seluruh teknik keabsahan data digunakan secara
mendalam. Peneliti lebih memfokuskan pada aspek credibility (derajat
kepercayaan) sebagai upaya utama dalam menjamin keabsahan data.
Penerapan credibility dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu dengan
membandingkan data hasil wawancara antara informan dari pihak Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat sebagai pengguna

layanan, serta didukung oleh data dokumentasi yang relevan.

Selain itu, peneliti juga melakukan member check dengan cara
mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan
kesesuaian antara data yang diperoleh dengan informasi yang disampaikan.
Sementara itu, aspek transferability, dependability, dan confirmability tetap
diperhatikan sebagai bagian dari prinsip penelitian kualitatif, namun tidak
menjadi fokus utama dalam proses pengujian keabsahan data dalam

penelitian ini.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta
kematian dilakukan melalui peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya
akta kematian, penguatan koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan
Disdukcapil, serta penyediaan pelayanan yang lebih mudah dijangkau
masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan apabila masyarakat
memperoleh informasi yang memadai mengenai manfaat akta kematian,
merasakan kemudahan dalam proses pelayanan, dan mendapatkan
pendampingan dari aparatur desa dalam pengurusan dokumen administrasi
kependudukan. Selain itu, pemanfaatan program pelayanan jemput bola dan
digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dapat menjadi alternatif
untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap
layanan Disdukcapil. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan
masyarakat, pelaporan kematian dapat dilakukan secara lebih optimal

sehingga mendukung tertib administrasi kependudukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam
pembuatan akta kematian terutama terjadi pada dimensi partisipasi dalam
pelaksanaan dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Masyarakat belum
secara aktif melaporkan peristiwa kematian yang terjadi di keluarganya, serta
belum sepenuhnya memahami manfaat akta kematian sebagai dokumen
hukum dan administrasi. Selain itu, pada dimensi partisipasi dalam evaluasi,
keterlibatan masyarakat masih relatif rendah karena masyarakat belum
banyak memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan pencatatan sipil.
Temuan ini sejalan dengan pandangan Cohen dan Uphoff bahwa keberhasilan

partisipasi tidak hanya ditentukan oleh
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keterlibatan masyarakat pada satu tahapan tertentu, tetapi harus terjadi secara

menyeluruh dalam seluruh siklus kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori Cohen dan
Uphoft dalam menjelaskan fenomena partisipasi masyarakat pada pelayanan
administrasi kependudukan, sekaligus menunjukkan bahwa faktor kesadaran
hukum, akses layanan, kondisi ekonomi, dan karakteristik demografis
masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi pada setiap
dimensi partisipasi tersebut. Temuan ini juga memperluas penerapan teori
Cohen dan Uphoff dalam konteks pelayanan akta kematian dan kebijakan
kependudukan di wilayah pedesaan. Sehingga kesimpulan yang diperoleh
hanya menggambarkan kondisi partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta
kematian di wilayah tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mewakili kondisi
wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan akses

pelayanan yang berbeda.

Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai

berikut:

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung
Tengah
Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lampung Tengah dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan
administrasi kependudukan, khususnya dalam pelayanan akta kematian.
Selain itu, upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya
pencatatan kematian diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Penguatan inovasi pelayanan, termasuk pelayanan jemput bola, juga
diharapkan dapat terus dikembangkan guna mempermudah akses
masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.

2. Bagi Pemerintah Kecamatan dan Desa
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Diharapkan pemerintah kecamatan dan desa dapat terus memperkuat
perannya dalam mendukung tertib administrasi kependudukan, antara lain
melalui pendataan peristiwa kematian serta penyampaian informasi
kepada masyarakat terkait prosedur pengurusan akta kematian. Selain itu,
koordinasi dengan instansi terkait diharapkan dapat terus ditingkatkan.

. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat semakin meningkatkan kesadaran akan
pentingnya pelaporan kematian sebagai bagian dari tertib administrasi
kependudukan. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa
kematian secara tepat waktu diharapkan dapat mendukung ketersediaan
data kependudukan yang akurat.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji partisipasi masyarakat
dalam administrasi kependudukan secara lebih mendalam dengan
pendekatan, variabel, dan wilayah penelitian yang lebih beragam agar
diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan memperkuat rekomendasi

kebijakan di bidang administrasi kependudukan.
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